
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NoMoR l{ tenu-w 2019

TENTANG

PENGELOIIAA+I- I(EtIANGAN EE S*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATT KARO;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat(6), Pasal 28

ayat (5), Pasal 40 ayat(3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri

DaHmNegefiNomorza.Tefiun20.lS'tent€tngPengelb.letern
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengeiolaan Keuangan Desa;

Mengihgat :I.Undang-UndangNbmorTDrtfahun1956tentang
pembentukan Daerah otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi92);

undang * undang Nomor 12 Tahun 2oLL tentang Pembentukan

peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20i 1 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\;

undang-undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

2.

3.

4. Undang-Undang ...



Menetapkan :
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4.Undang.UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oL4
Nomor 244, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomorsss7Iseba'gaimanatelatr.diu'bai}r.beberapakalitera"khir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang

PerubahanKed'uaatasUnd.ang.Und.angNomor23Tahun2aL4
tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20"15 Nornor 58, Tambahari Lembdian Negara

Republik Indonesia Nomor 5679\;

5.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2al4tentangPeraturan
PelaksanaanUndang.Und.angNomor6tahun2ol4tentang
Desa(tembaranN-egaraRepubl'iklndonesiafahunT't.4Nbmor
l23,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d'engan

peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

zl]4tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6

Tahun2ol4tentangDesa(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun zOLg Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2arc tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 586a);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2Ol8 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA.

BAB I ...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

trargertiarr
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2". Pernerirttah Drierah adalah Bupati sebagai uflsuY

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

penyelEnggard. PEnierinteihan

Pemerintahan Yang menjadi

disebut RKP Desa, adalah

Menengah Desa untuk jangka

kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah BuPati Karo' i. ,-

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah d-an bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain'

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul , d'an f atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia'

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia'

7 . Kepala Desa adaiah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang' tugas

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah'

B. pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yaJ1g anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis'

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa'

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliPuti

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan' dan

pertanggungj awaban keuangan Desa'

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa'

14. Penerimaan ...
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14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa'

L5. Pengeluaran Desa adalah ual1g yang keluar dari rekening kas Desa'

16. pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

ya11-g m-enjadt hak Desa d'arr tidak perhx dikem'baltka:r oleh Desa'

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa'

18. pemb iayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dari/atau pen$eluarafl yeng ak€in diterirna kembeili, baik pada uhuri €rflggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya'

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Yang selanjutnya disingkat

PKPKD, adalah Kepaia Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelblaan

keuangan Desa.

20. pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD'

adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan

PKPKD.

21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur

pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD'

Z2.Kepala. Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai unsur sta-f sekretariat Desa yang menjalankan tugas

PPKD.

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD'

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan

Desa yang menalnpung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang

ditetapkan.
25. Badan Usaha Miiik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui

penyertaan secara iangsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

anggaran.

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan

belanja Desa.

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan

belanja Desa.

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggar€!.n.

30. Dokumen...
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30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan' dan

rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan

kegiatarr- yang tela-h ditetapkan dalam- AFB Desa'

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA

adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang

disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

dilerksarrai<an betdasdrkan }<egieit€tri yang te-Iah ditetapkan dehm Perutlahrrn

APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa'

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL

adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana

untuk kegiiatan l"anjutan yang anggarannya berasaf dari"SiLPA tahun anggaran

sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang seianjutnya disebut dengan pengadaan

barang/ja.sa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah

Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah

mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai

pengeluaranpengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala

Desa.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

peng4juan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

36. Aparat pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah

Inspektorat Daerah KabuPaten.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran mulai tanggal L Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(1)

{21

1n1(1)

(21

Pasal 3

Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati

untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati

untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

ln1

Pasal 4...
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Pasal 4

Ruang lingkup Pengeloiaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;

b. APB Desa;

c. pengelolaan; dan

d. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan

kekayaan miiik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)', berwenang

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB

Desa;.

d. menetaPkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g, r.r-lenyetr+j-ui= SFP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya

kepada perangkat Desa selaku PPKD.

ffi. pelitnpah.an sebagian kekuasaan PIPKD' kepada PPI(E' ditetapkan dertgan

keputusan KePala Desa.

(5) PKPKD dapat diberikan honorarium.

(6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan

Keputu-sim- Kep-a1a Desa tentang Standar Biaya Masukran" Desa-'

(TJ Standar Biaya Masukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman

pada Standar Biaya Masukan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretarib Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.
(2) ppKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.

(3) Besaran ...
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(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan tindakan yallg mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran

belanja sesuai bidang tugasnYa;

metaksanakall- a'i1-ggara:r' kegiatarr sesuai' bidang tu'gasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja salna dengan penyedia atas pengadaan

beirang/jasa urltok kegiatan yrln$ befada delam bidarig tugelSrlya; dern

menyusun iaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

b-.

c.

d.

e.

f.
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa'

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dii"aliukan berdasarkan bidang tugas masihg-masihg

dan ditetaPkan dalam RKP Desa'

Pasa1 9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan

batanglja.sa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri

dengan berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di

Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa'

lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, YanB terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan

c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yaitu pelaksana

kewilayahan.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat

penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan KePala

Desa.

(6) Tim sebagaimana d.imaksud pada ayat (5) dapat diberikan honorarium'

(T) Besaran honorarium sebagaimana d.imaksud pada ayat (6) disesuaikan dengarr

kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

tentang Standar Biaya Masukan Desa.

(g) standar Biaya Masukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman

pada Standar Biaya Masukan Kabupaten.

Pasal 10

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c

melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur ...
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tzlKaurkeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(1),bertugas:

menerima, menyimpan,

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor

Pdkok wajib Pajak Pemerintah DEsa'

BAB IV

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA
Pasal II

APB Desa terdiri dari:

a. pendaPatan Desa;

b. belanja Desa; dan

c. pembiaYaan Desa.

pend.apatan Desa sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan

menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan'

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan

menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja' dan rincian

objek belanja.
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan

menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan'

Pasa1 12

(1) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening'

t2l Daftar Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Bagian Kesatu

Pendapatan Desa

Pasal 13

(1) pendapatan Desa sebagaimana dimaksud d,alam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu

semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa

dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa'

(21 pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. pendaPatan asli Desa;

b. transfer; dan

c. pendaPatan lain.

a.

b.

menyusun RAK Desa; dan

melakukan penatausahaan yang meliputi

merryetorkarrl memb ayar; menatausah akan- dan'

penerimaan pend'apatan Desa dan pengeluaran

APB Desa.

dalam rangka Peiaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal L4 ...
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Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil'usaha;
a. hasil aset;

b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

c. pendaPatan asli Desa lain.

[2]. Hasil usaha Desa sebagaimana dimdksud p€ide ayaf (I)"hu-ruf a, dntara lairi bagi

hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. tanah kas Desa;

b. tambatan Perahu;
c. pasar Desa;

d. tempat Pemandian umum;

e. jaringan irigasi; dan

f. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul

dan kewenangan 1oka1 berskala Desa'

(a) swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa'

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara

lain hasil Pungutan Desa.

Pasal 15

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b,

terdiri atas jenis:

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;

c. alokasi dana Desa;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah Provinsi;

dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e

dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan

paling sedikit TOVI (tduh puluh per seratus) dan paling banyak 3Oo/o (tiga puluh

per seratus).

Pasal 16 ...
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(2)

(1)

LL

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c'

terdiri atas:

a. pen-erim_aarl dari hasil' kerja s'arna' Desa;'

b. penerimaan dari bantuan perusahaaJl yang berlokasi di Desa;

c.penerimaandarihibahdansumbangandaripihakketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan

penerimaan di kds Desa pada tahun ting$tlfi{n berjahri;

e. bunga bank; dan

f. pendaPatan lain Desa Yang sah'

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 17

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b' yaitu

semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa'

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

mend.anai penyelenggaraan kewenangan Desa

Pasal 18

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasYarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, kead.aan d.arurat dan mendesak Desa'

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a' sampai dengan

huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa

yang telah dituangkan dalam RKP Desa'

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam

sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana'

keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa'

Pasa1 19

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a

dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional

pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. ad.ministrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan

e. pertanahan.

t2)

(3)

(1)

(2) K1arifikasi...
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(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b

dibagi dalam sub bidang:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hiduP;

f. perhubungan, komuxikasi dzin info-rmatika;

g. energi dan sumber daya mineral; dan

h. pariwisata;
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi

dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

b. kebudayaan dan kegamaan;

c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat

(a) Khsifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d

dibagi dalam sub bidang:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

(S) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi

dalam sub bidang:
a. penanggulanganbencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mend.esak.

Pasal 20

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (1) sampai dengan ayat

(a) dibagi dalam kegiatan.
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa

Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening

yang sarna.

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam

daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90

sampai dengan 99.

{4) Pemerintah ...
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(3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Desa yarlgditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

tentang Standar Biaya Masukan Desa.

[a] Starridartsiaya Masukart Desa seba-gaimana dimaksud- pada ayat tq'berpedornarr-

pada Standar Biaya Masukan Kabupaten'

Pasal 7

("I)' Sekretaris Desri sebagaiman€i dim€iksud dalam Pasal6 huruT€{ bertugas se-bagai

koordinator PPKD.

(21 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancal1gan APE' Desa dan rancangan

perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB

Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas

PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa'

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai

tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB

Desa.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai

pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha daq umum; dan

b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur ...
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c. kegiatan sosialisasil rapatl pelatihan/bimbingan teknis;

d. oPerasional BPD;

e.insentifRukunTetangga/RukunWarga;dan
f.pem.b_eri'arr.barangpadamasyirrakat/kel,ompokma-syaralrat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun

Tetangga/Rukun warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

pemerintahd.ri, perericd.nad.n pembangunan, ketentramari d'ain ketertibaR' SertA

pemberdayaan masYarakat Desa'

(a) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimalla

dimaksud pada ayat (21 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegibtan Desa.

Pasal 25

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lnuruf c' digunakan

untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 1"2 (dua

belas) bulan dan menambah aset'

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa'

Pasal 26

(1) Belanja tak terduga sebagaimana d.imaksud dalam Pasal22

belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa'

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

d.arurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak

dapat diPrediksikan sebelumnYa;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa'

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam

dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya

kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan

prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan

dasar masYarakat'
(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mend.esak merupakan upaya pemenuhan

kebutuhan primer dan pelayanan d.asar masyarakat miskin yang mengalami

kedaruratan.

huruf d meruPakan

bencana, keadaan

keadaan
(1) paling

(3)

(4)

Pasal 27 ...
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(1)

(2)

(3)
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Pasal 27
Ketentuan kriteria bencana aiam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yarlg disebatkan- oleh' atann antara lain berupa gempa bumi; gu::utt'g meletus;
banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan tanah
longsor.

Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(q'adalah bertcaRa yang diakibatkan oI'etr peristiwd atau seringkdidn peristiwei
yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat , dan teror.
Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial sebagaiinana dimaksud pada ayat ('I)' dan ayat (Q

adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat teq'adinya bencana alam dan
bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa berupa kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
c. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 28
Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) adalah
adanya kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaiaan pembangunan sarana
dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ralgrat dan
kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera.
Kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disepakati
bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29
Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (S)

adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan
diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan
sosial.

(1)

(2) Iftiteria ...
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Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adaiah warga Desayang sarna sekali tidak mempunyai

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian

tetapi- tidaA kemampu'arr- memenuhj' kebutu"ha:r dasar yang layak

bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada

ayat [?'disepakati bersama dalarn Nfusyawarzr]: DEsa Serta ditetapk€In dertgan

Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

fata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bitlang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang

berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah

dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskaia lokal Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat dianggarkan melalui APB Desa

dan/atau APB Desa Perubahan.

Dalam hal belanja tak terduga dianggarkan dalam APB Desa dan/atau APB Desa

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, uraian rencana anggaran

biayanya dibuat secara global tanpa dirinci.
Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambil dari sumber pendapatan

yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari pengalihan belanja

kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Realisasi belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

dilaporkan sesuai dengan kuitansi/ pengeluaran/ belanja yang dilakukan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 3 1

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf
a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;

(3)

("r)

(21

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

(1)

b. pencairan ...
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(4) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa

dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang

anggarannya. dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan

lain darr-latau bantua:r khrrsuspada su'b-bidarrg sebagaimana dirn-aAsud'dalaxn-

Pasal 19 ayat (1) huruf a.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan

dalam ketentuan penggunaan paling banyak 3Ao/o (tiga puluh per seratus)

sebagai.manadiaturdal'am-ltetextu-anperatu'rdnperund'ang-undangan.

Pasal 2L

(1) Daftar Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Is sampaidengan Pasal2O diberi Kbde Rekenihg.

(2) Daftar kode rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal22

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 23

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dianggarkan

untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan

pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta

tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemalnpuan APB Desa.

Pasal24
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan

untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang

dar, L2 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara

lain untuk:
a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

c. kegiatan ...
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(4)
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b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan

bangunan.
siLpA sebagaimana dimaksud' pada ayat ftf huruf a paling sedikit meliputi

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja'

dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan'

pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diguriakriri untuk rrienganggarkan kebutuhrrn dan€I iad'angan yeirig sel'trnjutn'ya

d.icatatkan dalam penerimaan pembiayagrr| dalam APB Desa'

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualart

kekayaan Desa Yang diPisahkan'

Pasal 33

pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 31 ayat (2) huruf b'

terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal;

Pasal 34

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a

dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran'

(2) pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkart

dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2\paling sedikit memuat:

a. penetapan tduan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan'

(a) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yarLg penggunaannya telah

ditentukan secara khu su s berdasarkan peratura.ll perundang-undangan'

(S) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala

Desa.

Bagian KeemPat

Penyertaan Modal

Pasal 35

(1) penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b antara lain

digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang

diinvestasikan dalam BUM Desa untrrk meningkatkan pendapatan Desa atau

pelayanan kePada masYarakat"

(2) Penyertaan...
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penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan

Desa yangdipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam

APB Desa.

Fenyertaran- m-oda{- seba-gaimana dimalrsud- pa&I ayat (2} dalam- berrtuk tana.}l'

kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual'

penyertaan modal pada BuMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 36

(1) penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang'

(2) Tata cara penyertaan pada BUM Desa sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 35

ayat (4) d-iatur memperhatikan ketentuan ind'ikator penyertaan modbf yang

dapat disertakan dan ind"ikator analisis kelayakan penyertaan modal'

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliPuti :

a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila terjadi

surPlus anggaran; dan

b. penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila

barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan

penyelenggaraanpemerintahanDesadanpelayananmasyarakat.
(a) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)meliPuti :

a. disetujui dalam Musyawarah Desa;

b. kelembagaan BUM Desa telah terbentuk;

c. BUM Desa memiliki rencana usaha; dan

d.UsahaBUMDesamendukungpengembanganpotensiDesa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 37

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

Pasal 38

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan

dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan

transaksi pada saat kas diterima atau d.ikeluarkan dari rekening kas Desa'

Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem

informasi yang dikeiola Kementerian Dalam Negeri.

(1)

(2)

(3)

Bagian...
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Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 39

(t)= Perencanaan'pen'geiolaau keuan-garl Desa merupakanr perencanaalr pen=erimaarr

dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan y{Lg

dianggarkan dalam APB Desa'

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

be-rdasarkan RKp Desa tahux befkerldeln dan pedum€in perlyusuxdn APB'Desa

yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan

Desa dan RKP Desa;

b. prinsip penyusunan APB Desa;

c. kebijakan Penyusunan APB Desa;

d. teknis Penyusunan APB Desa; dan

e. hal khusus lainnYa.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa'

(a) Format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum d"alam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 40

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

kepada KePala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati

bersama dalam musyawarah BPD'

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan'

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan

kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan

pemerintahan Desa d.engan menggunakan pagu tahun sebelumnya'

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a)'

(6) Dalam hal BPD menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu paling lama 3 (tisa) hari

sejak disepakati, Kepala Desa menyampaikan rancallgan Peraturan Desa

tentang APB Desa kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi'

(7) Hasil kesepakatan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara'

(8) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{21

(3)

(4)

Pasa1 41 ...
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Pasal 4L

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4O ayat(3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturall Kepala

Desa m'en-genai' penjabaran' APB Desa'

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa

seaagairn€iria dimrtksud paida ayat ('1)' tercrrntum daliarri L€irfipittin W' yen$

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 42

{I} Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 40 ayat(3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga)

hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(21 Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa'

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meiiputi:

a. surat Pengantar;
b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;

c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;

g. berita acara hasil musyawarah BPD; dan

h. Keputusan Kepala Desa tentang Standar Biaya Desa'

Pasal 43

(1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam

pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 {dua

puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancallgan dimaksud.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, rancangan peraturan Desa dimaksud

berlaku dengan sendirinYa.

(a) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan

menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam ...
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(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr,

kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Deea bersalTra BPD melakukan

penyempurnaarr- paling lama 2O' (dua puluh)' harl ke{e terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 44

(iff$ptu!@'Iaii55ffisii{,rsva}uasi sebageimana dirrdksud drrlam Pasal 43 ayat (5)'fldek

diditriM*@qitrti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Penafafanafi@eua. tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan

- PefaturaH Kepala Desa tentang Peqjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala

Desa, Bupati' membatalkan peraturan dimaksud d=engan Keputusan

Bupati.
(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa paling lama Z (tujuh) hari kerja B€teleh pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama tsPD mencabut

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan

pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan

dan mendapat persetujuan BuPati.

Pasal 45

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan

oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U

ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang

APB Desa.

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan

Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling

lama 7 (tujuh) hari keda setelah ditetapkan.

Pasal 46

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat

melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. APB Desa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan

c. alamat pengaduan.

(1)

{2\

(3)

(4)

(1)

t2l

Pasal 47 ...
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Pasal 47

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun

€mggararr'berjalan';

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,

arltdr sut bidarlg, drltar kegiatan, dan antar jenis belrrnja; d'rrn

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan lbar bib.sa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50o/o (lima puluh persen); atau

b. persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih (gap)

kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.

(a) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP

Desa.

(5) Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa

tentang Perg'abaran Perubahan APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa

tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila tedadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada

tahun an ggaran berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek

dan/atau rincian objek belanja dalam satu kegiatan;
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan

d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

(4) Format ...
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(4) Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis

terhddap perryusurian Peraturan D'esd. mengen€ii PErubahan APB D'€sti.

Bagian Kedua

Pelaksanaan
Pb.sal50

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 huruf b merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan

melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah

Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas

Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan

spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan'

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas Desa

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 50 dilaporkan

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan

tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan

Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian

penyaluran dana transfer.

Pasal 52

(U Uang tunai yang bersumber dari penerimaan pendapatan Desa harus

disetorkan ke kas Desa oleh Kaur Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja,

kecuali Desa yang jauh dari perbankan, paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(2) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaan

pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi

kebutuhan operasional pemerintah Desa, dengan jumlah paling banyak Rp.

1 0.000. 000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53 ...
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Pasal 53

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi petaksana kegiatan anggaran sesuai

tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa

tentang AFB Desa d.an' Feraturarr" Kepala Desa terrtarrg Fenja'baran' AFB Desa

ditetapkan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desei; dri"n

c. Rencana Anggaran BiaYa'

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {21

huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana

penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana d'imaksud pada ayat (2) huruf b

merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,

pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan'

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayatl2l huruf c merinci

satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari ke{a

setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{7) Format DpA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA'

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris

Desa.

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang

menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan

kegiatan, Kepa1a Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari ke{a

setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(4) Sekretaris Desa melakukan verilikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima

belas) hari keda sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala ...
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(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

(6) Format DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
V[II-yang merupakan bagiarl tidak terpisa-hAan'dari'furaturan'tsupati"ini.

Pasal 56
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah

disetujul Kepaia Desa sebagaimeina dirnaksud'delam Pdsal 53ayat f2).
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang

di'ajukan Kaur Keuangan.
(a) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris

Desa.

(5) Format RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 57
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 58
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat semua

pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal 59
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat semua

pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah.
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa

dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan
tugasnya.

(6) Format ...
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Format buku pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Pasal 60

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui

Kepala Desa.

Peftksanaan kegiatan sebagaim€tn€i dimaksud pada ayat (1I diffkukan d'engan

pengad"aan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat t2\ diutamakan

melalui swakelola.

Pengadaan melal*ui.swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3]" dilakukan

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat

dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat'

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola,

baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia

bamng/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/ja.sa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan

Peraturan Bupati berpedoman pad.a peraturan perundang-undangan mengenai

pengadaan barungljasa di Desa.

Pasal 6 1

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran men'ga,jukan SPP dalam setiap

pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dtl*ry

DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA'

Pengajuan SPP wajib menyertakan iaporan perkembangan pelaksanaal

kegiatan dan anggaran.

Format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 62

penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan sPP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 L untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara

swakelola tidak lebih dari 10 (seputuh) hari kerja'

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu

10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib

mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk

disimpan dalam kas Desa.

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(1)

(2)

(3)

(4}

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4) Kaur ...
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Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran meny€unpaikan

pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barung/jasa kepada Sekretaris

Desa.

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan

pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran'

(6i Del'am hal jurnlah realisasi pengelurlrari pembayarari barangfiasa lebih liecil

dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

mengembalikan sisa uang ke kas Desa'

Pasal 63

pengajuan sPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melatui penyedia

barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dilakukan setelah

barang/jasa diterima.
pengajuan sPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat'

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris

Desa berkewqjiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang

tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan'

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi

yang dilakukan oleh sekretaris Desa'

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang

tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa'

Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 64

(u Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyalnpaikan laporan

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepad'a Kepala Desa paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

t2) Format laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

(1)

(2t

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal65 ...
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Pasal 65

(1) Kaur dan/atauKasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan

dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui

sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan

kegiatan anggarari belanja tak terdU$ei sesuai derrgtrn verifrkasi y{irlg dilrrku'kein

oleh sekretaris Desa.

Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada

Camat paling lama 1 (satu) bulas sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan'

Pasal 66

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja

Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

mengenai perpajakan yang berlaku'

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak

terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud. pada ayat (21 meliputi pengeluaran

kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dari

mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasa1 33

dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 68

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31" ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabiia realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari

pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya

yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditetapkan

dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan'

siLPA yang d.igunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan

riil dari anggaran dan kegiatan yangharus diselesaikan pada tahun anggaran

berikutnya.

{41

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5) Kaur ...
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(4) Kaur dan/atau Kasi peiaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali

rancang€Ln DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai

kegiatan yangbelum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b-.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan

rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

kepada Kepala Dese paling hmbaf perterlg{ihari buleui DESember tahuri
anggaralt berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang

akan disahkan dalam DPAL.

("fl DPTit yang telah dibetujui"menjb.di"dasar penyel-esaihn kegiatan yang bel'trm

selesai atau lanjutan pada tahun arlggaran berikutnya.
(8) Format DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran

XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

(L) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf
b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yan telah

ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan. g

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah

mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada

penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 70

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dicatat pada

pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan
Pasal 71

(1-) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c
dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan ...
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(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2| ditutup

setiap akhir bulan.
(4) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1") tercantum dalam

Lampiran- XV ynrrg merup-akan'bagian tid-ak terpisahkarr- dari kraturarr"tsupati

ini.

Pasal72

[I)' Kaur Keuangan wajib membuat bUku pemb€intu kas u-mu-m yarlg terdiri dtas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu Pajak; dan

c. buku pembantu Panjar.
(2) Buku pembantu 6ank sebagaimana dimaksud pada ayat ("I) huruf a merupakan

catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa'

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran

pajak.
(a) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar'

(5) Format buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.

Pasal 73

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah KabuPaten;

b. disetor melalui bank lain, bad"an, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh

pihak ketiga; dan

c. d"isetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yarlg diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 74

(1) pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah

disetujui oleh KePala Desa.

(2) pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara

swakelola dikeiuarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran atas dasar DPA da:r SPP yang

(3) diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui

penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada

penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan

anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(5) pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara

langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(6) Pengeluaran ...
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(6) pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2i '

ayat (3), dan ayat (a) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi

penerimaan.

(T1' Kuttansi pen'geluaralr seba-gaim'arra dimaksud pada ayat f5[ ditandatangartt oleh

Kaur Keuangan.

(8)Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani

oleh penerima dana.

(g) Format kuit€rnsi sebagaimaRa dimerltsud pdde ayrrt (5)' tercantu-m deilarrt

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 75

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam

pasal Tl ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana

dimaksud pada ayat (21disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan
Pasal 76

(1) Kepala Desa menyarnpaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama

kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; d'an

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(4) Format laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
Pasal 77

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua

Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 78

(1) Kepa1a Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa

kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

f2) Laporan...
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{2) I",aporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3)' Feraturarr- Desa sebaga-imatra dimaksud-pada ayat (?'disertai den-gan':'

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laPoran realisasi APB Desa; dan

2. catatan atas laporan keuangan'

b. lEporan redlisaSi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah d'an program lainnya yang masul<

ke Desa.

(4) Format laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiian XfXyang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 79

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir

tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pating

lambatminggukeduaBulanApriltahunberjalan.

Pasal 80

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 diinformasikan

kepada masyarakat melalui media informasi'

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan realisasi APB Desa;

b. laporan realisasi kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d. sisa anggaran; dan

e. alamat Pengaduan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

(1) Bupati membina dan mengawasi peiaksanaan pengelolaan keuangan Desa yatLg

dikoordinasikan dengan APIP'

(2) Pembinaan dan Pengawasalr. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang dibentuk

dengan KePutusan BuPati.

(3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. memberikan ...
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b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan Desa ytrLg

mencakup perencatlaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan

pertanggungiawaban APB Desa;

c: membina dan'mengawasi pengelotaan keuan-garr- Desa dan'pendaya-gUnaarr

aset Desa.

(a) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat {21bertugas:

memfasilitasi administrasi keuangan;

mernfasilitasi pengelolaem keuelflgan dein pend?iyel$tirlaidn APB"Desa; dan

memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasai 82

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap

pengelolaan keuangan Desa adat.

Pasal 83

Desa persiapan mend.apatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang

ditetapkan daiam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan

besaran Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan alokasi biaya oBerasionai dan biaya lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) d.ilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.

pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya iainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau

pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Pasal 6 ayat (21, ayat (3), ayat (a) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 50 ayat

(1), Pasal 52 ayat(2), Pasal 54 ayat(4), Pasal 55, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59 ayat

(2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 76, dalrt

pasal Z8 Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman

pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 36);

dan

4..

b-.

c.

(1)

(2|

(3)

b. Peraturan ...
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b. Peraturan Bupati Karo Nornor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor O3}, sebagaimana tela}r

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor O3 Tahun

ZALT tentang Perubahan Kedua atas Peraturan tsupati Karo Nomor O3 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun z}fi Nomor O3), dicabut dan dinyatakan Lidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Kabanjahe

^9 
A?]i| 2o1e

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 A?il 2a1g

H KABUPATEN KARO,

ffis
4fr/

LIN PURBA

KABUPATEN KARO TAHUN 2OIg NOMOR J{



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN zAW
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening
Uraian

o, b c d

4 PENDAPATAN

4 1 Pendapatan Asli Desa

4 1 1 Hasil Usaha

4 I 1 01 Bagi Hasil BUMDeS

4 I 1 90-99 Lain-lain

4 1 2 Hasil Aset

4 I 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa

4 1 2 o2 Tambahan Perahu

4 1 2 03 Pasar Desa

4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum

4 1 2 05 Jaringan Irigasi Desa

4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa

4 1 2 07 Kios Milik Desa

4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Desa

4 1 2 90-99 Lain-lain

4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 3 01 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 3 90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Hasil Desa

4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa

4 1 4 90-99 Lain-lain

4 2 Transfer

4 2 I Dana Desa

4 2 1 o1 Dana Desa

4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota

4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

4 2 3 Aiokasi Dana Desa

4 2 3 o1 Alokasi Dana Desa

4 2 4 Bantuan Keuangan Propinsi

4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi



4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi

4 2 5 KabuPaten/Kota

4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten I Kota

4 2 5 90-99 f,airr-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupatenf Kota

4 3 Pendapatan Lain-lain

4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4 3 I 01 a antar Desa

4 3 2 a Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 2 01 ffi Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

4 3 3 01 Peneilmain aari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4 3 5 n-tahun anggaran sebelumny a yarLg

mengakibatkanpenerimaan di kas Desa pada tahun allggaran

berjalan

4 3 5 01 Koreksi kesalisan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkanpenerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan

4 3 6 Bu"g" B"rk

4 3 6 01 Bunga Bank

4 3 9 ng sah

4 3 9 90-99 g sah

5 BELANJA

5 1 Belanja Pegawai

5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

5 1 1 01 Pengasilan Tetap Kepala Desa

5 1 1 a2 Tunjangan Kepala Desa

5 1 1 90-99 Yang Sah

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Ttrnjangan Perangkat Desa

5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

5 1 2 02 T\rnjangan Perangkat Desa

5 1 2 90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

5 1 3 o2 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerj aan Kepala Desa

5 1 3 o4 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

5 1 4 Tunjangan BPD



5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD

5 1 4 o2 Tlrnjangan Kinerja BPD

5 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan

5 2 1 o1 getan:a Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

5 2 L o2 Belanja Perlengkapan Aiat -alat Listrik

5 2 1 03 ry Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan

Bahan Kebersihan

5 2 1 o4 Belar1a Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran

5 2 1 05 tat<Tfenggandaan - Belanja Barang Cetak

dan Penggandaan

5 2 1 06 BelanJa Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) -
Belanja Barang Konsumsi

5 2 1 o7 Belanja Bahan / Material

5 2 i 08 Belanja Bendera/Umbul-umbu1/Spanduk

5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/ Se ragam I Atribut

5 2 1 10 Belanja Obat-obatan

5 2 1 11 bat-obatan Hewan

5 2 1 t2 Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian

5 2 1 90-99 Lainnya

5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

5 2 2 01 Yang Melaksanakan Kegiatan

5 2 2 o2 @orarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayanan Desa

5 2 2 o4 @m efrf / Profesi/ Konsultan / Narasumber

5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas

5 2 2 90-99 Belanja Jasa Honorarium LainnYa

5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 3 01 eeianja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota

5 2 3 02 felanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5 2 3 03 Belanj a Kursus / Pelatihan

5 2 4 Belanja Jasa Sewa

5 2 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/ Ruang

5 2 4 o2 Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan

5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

5 2 4 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya

5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran

5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik



5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih

5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5 2 5 o4 Belanja Jasa Langganan Telepon

5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet

5 2 5 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/ Giro

5 2 5 a7 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pqjak

5 2 5 90-99 Belanja OperasionalPerkantoran Lc"innya

5 2 6 Belanja Pemeliharaan

5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5 2 6 o2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan

5 2 6 o4 Belanja Pemeliharaan Bangunan

5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan

5 2 6 06 Belanja Pemeliharaar, Jembatan

5 2 6 07 Belanj a Pemeliharaan irigasi/ Saluran Sungai/ Embung/ Air
Bersih Jaringan Air Limbah, Persampahan d11)

5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik Telepon,
Internet, Komunikasi, d"11

5 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya

5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

5 2 7 01 Belanja Bahan Periengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat

5 2 7 o2 Belanj a Bantuan Mesin / Kendaraan Bermotor / Peralatan yang
diserahkan ke Masyarakat

5 2 7 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat

5 2 7 o4 Belanj a Beasiswa Berpre stasi / Masyarakat Miskin

5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/ Hewan/ Ikan

5 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
Lainnya

5 3 Belanja Modal

5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan/ Pembeiian Tanah

5 3 1 o2 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

5 3 1 o3 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

5 3 1 o4 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

5 3 2 Belanja Modal Peralatan Mesin, dan Alat Berat

5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio



5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan fomputer
5 3 2 o4 EeranJa ruodal peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5 3 2 05 5el€LnJa luoctai peralatan Dapur

5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan nambu-ii@
5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan Khusus p

5 3 2 10 Belanja Modal Mesin

5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan elat-elat eerat
5 3 2 9A-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, drn@
5 3 3 Belanja Modal Kendaraan

5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang wtet@
5 3 3 o2 Belanja Modal Kendaraan Daraa Bermotor

5 3 3 03 Belanja Modal Anggkutan Darat Tidak gennotor

5 313l 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5 3 ?)
\) 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya

5t3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan faman
5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang vtei@
5 3 4 a2 Belanja Modal Upah Tenaga Kery'a

5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 4 o4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3 5 Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan

5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksantkan Kegiatan

5 3 5 o2 Belanja Modal Upah Tenaga Keda

5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 5 o4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3 6 Belanja Modal Jembatan

5 3 6 o1 Belanja Modal Honor Tim yang M@
5 3 6 o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 6 o4 Belanja Modal Sewa peralatan

5 3 7 Belanja Modal Irigasi/EmUungT
Limbah/Persampahan

5 3 7 o1 Belanja Modal Honor Tim yang tvtetatrsanat<an t<egiatan

5 3 7 o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerj"
5 3 7 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 7 a4 Belanja Modal Sewa peralatan



I

5 3 B Belanj a Modal Jaringan/ Instalasi

5 3 8 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3 B o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 8 03

5 3 8 04

5 3 9 Belanja Modal LainnYa

5 3 I 01 idikan dan PerPustakaan

5 3 9 a2 aga

5 3 9 03 Belanj a Modal khu sus Kesenian / Ke budayaan / Keagamaan

Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman5 3 9 o4

Belanja

Bela4ja

Baa"JaTa[

Modal Hewan

Modal Lainnya

T"il"g"

5 3 9 05

5 3 9 90-99

5 +

5 4 1 Belanja Tak Terduga

PEMBiAYAAN

5 4 1 01

6

6 1

6 L 1

6 1 1 01

6 1 2 Pencairan Dana Cadangan

6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan6 1 3

6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Drprsarrran

Penerimaan Pembiayaan LainnYa6 1 9

6 1 9 90-99

6 2

6 2 I Pembentukan Dana Cadangan

6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 Penyertaan Modal Desa

6 2 2 o1 Penyertaan Modal Desa

6 2 I Pengeluaran Pembiayaan LainnYa

6 2 9 90-99 nnya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2OL9
TENTA}IG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN

Kode
Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyeienggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa
yang mencakup:

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 o/o untuk kegiatan 1-7)

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1 1 o4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,

perlengkapan perkantoran, pakaian dinas / atribut, listrik/ telpon, d11)

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD

1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan

perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/teipon, dll)

1 1 a7 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW

1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Beianja Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Desa

1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1

1

2 a2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

2 03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**

1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan

KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, d11)

1 3 o2 Pen5rusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)n*

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

1 3 o4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan

Pencatatan Sip
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,

statistik dan kearsipann

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
(Musd.es, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, d11., bersifat reguter)



sa lainnya (musdus,

bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

rembug warga, d11., yang1 4 02

1 4 03

1 4 04 (AfeOes/ APBDes Perubahan I LPJ

APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

1 4 05 ffiinistrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa

1 + 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, clll - dlluar ooKumen rtencana

Pembansunan / Keuanqan)

1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan -uemerrntanan uesa

(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan

keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada mlsy3{akat)-
1 4 08 Pensembansan Sistem Informasi Desa

1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerlntanan Oan remp€Lngunan rJgita

lAnfar f)esa /Kecamatan /Kabupaten, Pihak Ketiga, dll )n*

1 4 10 DUkUngan Peiaksarfaan dan SOsialiSasl Pllkad.es, yemilulan [epara r!ewu'i''yi1'rri'Lrr

dan Pemilihan BPD (vans meniadi wewenang Desa)

1 4 11 Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengmmall Konungen

rnenqikrrti Lomba Desa

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata prEa pemerlntanan, perencanaarr, rs-cLri1u5'"'u

1 5

1 5 01 Serfifikqsi Tanah Kas Desa

1 5 02 l'anarl, dan I'emoerlan rtet'IsLraDr rlEsuuq'Administrasi Pertanahan (Pendattaran

Pertanahan)

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk MasyaraKat IVIISKIn

1 5 o4

I 5 05 Penyuluhan Pertanahan

e"tt-/Ptt"qT""th M1 5 06

i 5 07
1 5 90-99 lhin-lain kegiatan sub bidang pertanahan'

2 MBANGUNAN DESA
bidang dan kegiatan daiam

pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga

terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan'

2 1 Srrh Bidans Pendidikan
Non-Formal Milik Desa**

( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, operasional, dst )

2 1 01

1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD [AHE, Uarana rAulJ, q$L'

2 1 03 Penwrrluhan dan Pelatihan Pendidikan bagl MasyaraKaf,

lTamxt Bacaan Desa/

Q.anocrar Relqiqr Milik l)esa **'
2 1 04

2 1 05 penretitraraan Sarana dan Prasarana PAUD /TK I T P A l' l' K /' L' vQ I luaorasan

NnnF'ormel Milik Desa**

2 1 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan uarana/ rrasar-afla I rl,Ld'L

peraga Barutit (APE) PAUD / TK/ TPA/ TKA/ TPQ / Madrasah Non-Formal Milik

Desa**



2 1 07 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan S arana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penj aga untuk Perpustak aan f T aman Bacaan Desa)

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

2 2 Sub Bidang Kesehatan

2 2 01 nenyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;
tamUafran Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan

AIat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

2 2 02 PenfG[ggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas

Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2 2 03 Penrututtan aan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga

Kesehatan, Kader Kesehatan, d11)

2 2 o4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

2 2 05 lennnl tingkat desa

2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (lKEl
2 2 07 PaYa Kesehatan Tradisional

2 2 08 perneliharaan S arana/ Prasarana Posyandu / Polindes / PKD

2 2 09 @tasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana

Posyandu/ Polindes/ PKD **

2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatann
I

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa

2 3 02
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

2 3 o4 a

2 3 05 (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab

Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

2 3 06 i eahi Desa/Balai KemasY.t{qt't
2 3 07 a7 Sltus Bersejarah Milik Desa/ Petilasan

Milik
2 3 08 Desa Pemeliharaan Embung Milik Desa

2 3 09 Batas Desa

2 3 10 @tasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

2 3 11 @liabititasi / Peningkatan / Pen gerasan Jalan Lin gkungan

Permukiman/Gang n*

2 3 t2 an/Pengerqlan Jalan Usaha Tani **

2 3 13 gkatan/fengerasan Jembatan Milik !:sa ..-

2 3 L4 Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,

selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan l"ir) 1_
2 3 i5 ingkatan Balai Desa/ n4q fq*gryakatan**
2 3 16 aningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs

tsersejarah Milik Desa/ Petilasan

2 3 t7 pimbuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2 3 19 femUangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa **



2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa **

2 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 4 01 gram Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak

Huni ( RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2 4 o2 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

2 4 03 pema-ran Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan

Air Hujan/Sumur Bor, d11)

2 4 04 ffingan Air Bersih ke Rumah rangga (pipanisryt, d]!)

2 4 05 n (Gorong-gorong, Selokan, Parit, d11', diluar
prasarana jalan)

2 4 o6 mum/MCK umum, dll

2 4 07 Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan,

Bank Sampah, d11)

2 4 08 Limbat (Drainase, Air limbah Rumah

Tanssa)
Bermain Anak Milik Desa2 4 09

2 4 10 i/Peningkatan Sumur ResaPan **

2 4 11 pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sum ber A1r lJersln ryrurK t.,'esa Uu:{La

,A.irlTandon Penampungan Air Huian/Sumur Bor, d11)**

2 4 t2 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan A1r lJersrn Ke Kuman

Tangga
(pipanisasi, d11) **

2 4 13 PembangUnan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanltasl HermuKlman tLroront-EeregE,
Selokan. Parit. d11.. diluar prasarana ialan) **

2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilttas Jamban Umum/ mutl umurrr

dll **

2 4 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan t''asl[tas Hengelolaan DarIlPaIr

I.lesa /Permukiman (Penampungan. Bank Sampah, d11)**

2 4 t6 Pembangunan / Rehabilitasi/ Penrngkatan Slstem Hem Duangan Arr Lrmuiirr'

(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

2 4 17 liaman Bermain Anak Milik

Desa*n

2 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan ra}<yatdan kawasan pemuKlman

2 5 Srrtr Bidans Kehutanan dan Lingkungan Hlclup

Pengelolaan Hutan Milik Desa2 5 01

2 5 02

2 5 03 tentang Lingkungan HiduP dan

Kehutanan
2 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Llngt<ungan Hlou!

foryatika2 6

2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
(Misat : Pembuatan Poster/Baliho

Informasi nenetapan/LPJ APBDes untuk Warga, d11)

2 6 02

2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasl Komunlkasl Oan lnlornasr

l,okal Desa

2 6 90-99



2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Altematif tingkat Desa

2 7 02 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
Alternatif tingkat Desa **

2 7 90-99 lain-1ain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

2 8 Sub Bidang Pariwisata
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

2 8 02 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan S arana dan Prasarana Pariwisata

Milik
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
gidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang

mencakup:
3 1 rtiban Umum, dan Peiindungan MasyryE"t

3 1 01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,

pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli d11) **

3 1 02 ga Keamanan/Ketertiban oleh

Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

3 I 03 tentramary Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (

dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, d11) Qk*1. ffi
3 1 o4 gaP Bencana Skala Lokal Desa

3 1 05 Bencana Skala lokal Desa

3 t 06 aratur Desa dan MasYarakat Miskin

3 1 07 kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan

Pelindungan Masyarakat
3 1 90-99 nteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat*

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3 2 01 KebudaYaan Tingkat Desa

3 2 02 a" dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di

tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

3 2 03 nian, Adat/Kebudayaan, dan Keagarnaan

(perayaan hari kemerdekaan, hari besar kt.S^ry@u
3 2 04 ffiana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan

Milik Desa **

3 2 05 PembangUnan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **

3 2 90-99 daYaan dan Keagamaan*

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3 3 01 @pemudaan dan olah Raga sebagai wakil Desa di

tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan



Kebangsaan, d11) tingkat Desa

3 3 03 Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

3 3 o4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

3 3 05 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

dan Olah Raga Milik Desa**

3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

3 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

3 4 Sub Bidang Keiembagaan Masyarakat
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat
a\) 4 a2 Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD

3 4 03 Pembinaan PKK

3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3 4 90-99 tain-1ain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
gidang pamberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang

diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

4 I Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

4 1 o2 pemelitraraan Pelabuhan Perikanan Sungai /Kecil Milik Desa

4 1 03 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat

Milik Desa**
4 1 a4 Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil

Milik Desa**

+ 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakani dst)

4 1 06 fekonologi Tepat Guna untuk Perikanan

Darat/Nelayan **

4 1 90-99 [ain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4 2 01 @si ranaman Pangan (Aiat Produksi dan pengolahan

pertanian, penggilingan Padi/jagung, d11)

4 2 02 @Feiernakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,

kandang, dil)
4 2 03 Penguatan fatahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, 4]])
4 2 o4
4 2 05 Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk

Pertanian/Peternakan **

4 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa

4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa

4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD

4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga



4 4 01 Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4 4 02 ngan Anak

4 4 03 @ Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

4 4 90-99 @idang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak*

4 5 ffirasiisaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 5 01

4 5 02 sarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta

Koperasi

4 5 03 na untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan

NonPertanian

4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil clan Nlenengan

nanaman Modal4 6
4 6 01 a Pembentukan Awal BUM Desa)

4 6 02 pelatihan Peneelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dllaksanakan olen uesa,

4 6 90-99

41 7 Srrh Ridans Perdapansan dan Perrnclustnan

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa4 7 01

4 7 o2 Pemha n sunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar l-lesa/ Klos mUlK l-lesa

p.noemhansarl Industri kecil level Desa4 7 03

4 7 a4 Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendamptngan kelompox usall'a

nroduktif (oensraiin. pedagang, industri rumah tangga, d11) **

4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan d.an Pennctustnan

DAAN DARURAT DAN

MENDESAK
5

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

digunakan untuk kegiatan penanggulangan

mendesak:

Darurat dan rylenoesaK lJesa

bencana, keadaan darurat dan

5 1

Penanggulangan Bencana5 1 00

5 2

5 2 00

5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

5 3 00

*-
**-

(Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

(untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :

irembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)



Menimbang : a.

Mengingat : 1.
2.
3. seterusnya;

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2OL9
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

KEPALA DESA ......( Nama Desa )

KABUPATEN.....( Nama Kabupaten )

PERATURAN DESA .....( Nama Desa )

NOMOR .... TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran...termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran........;

b.

c.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....(Nama Desa)

dan
KEPALA DESA....(Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

MenetapKan :PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN...
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan
perincian sebagai berikut:
L. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. .

b. Pengeluaran. Pembiayaan Rp. ...........,
Selisih Pembiayaan (a-b ) Rp..

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksi sebeiumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Rp



Pasal 6

Dalam hal terjad,i:
a. penarnbahan dan/atau pengurangall dalan pendapatan Desa pada

tahun berjalan;
b. keadaan yai.ag menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendafuului perubahan APBDesa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaklr pada tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangart
Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa
(Nama Desa).

Ditetapkan di ..........
pada tangga-l

KEPATA DESA ...(Narna Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... /


